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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan terhadap
pemberian hak atas pesangon pekerja selama masa kerja akibat Pemutusan
Hubungan Kerja (studi putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor:
138/Pdt Sus-PH1.G/2019/PN.JKT.PST), ini dilatarbelakangi oleh ad'a.nya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban
dan hak bagi pekerja maupun pengusaha. Saat terjadinya Pemutusan Hubungan
Kerja, terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, karena a'danya
kesalahpahaman antara pekerja dengan pengusaha. Permasalahan yang dibahas
dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pertanggungjawaban perdata perusahaan
atas kekurangan uang pesangon yang diterima oleh para pekerja menurut putusan
No: 138/Pdt Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST ? 2. Bagaimana Pertimbangan hukum
hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor No:138/Pdt Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST
dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ? Penelitian ini merupakan hukum
normative yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Sratute
Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach).Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa 1. Pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan
hak pesangon para pekerja adalah membayarkan kekurangan terhadap pembayaran
hak pensangon para pekerja. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus
perkara perselisihan hubungan industrial dalam memutus perkara Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 138/Pdt.Sus-PHL.G/PN.JKT.PST adalah
melihat dari pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai
Ketenagakerjaan apabila program pensiun ternyata lebih kecil dari ketentuan maka
selisihnya dibayarkan oleh perusahaan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan, Pemutusan
Hubungan Kerja, Pertimbangan Hukum Hakim.

Pemb g Utama, Pembimbing Pembantu,
PN,
Drs. H. Murzal, S.H.. M.Hum H, Ahmaturrahman, S.H., M H.
NIP 196003121989031002 NIP 196405301989031002
Mengetahui :

Ketua Bagian Hakim Pcrdz}a,/

: Syaifuddin, S H., M. Hum_,
NIP. 197307271998021001



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI
1945), yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Tanggung
jawab negara Indonesia sebagai negara Hukum bukan saja untuk mempertahankan
keamanan negara dengan maksud menjaga keamanan negara dari serangan luar
negeri, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakatnya
sendiri yang bisa membentuk masyarakat yang ideal dalam kemakmuran dan rasa

adilnya.

Keterlibatan negara dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting
untuk memberikan pertolongan kepada masyarkat yang lemah, maupun dalam
permasalahan masyarakat di bidang ekonomi. Keterlibatan negara di bidang
ekonomi secara nasional dilaksanakan dalam kebijakan-kebijakan tertentu, yang

bisa dilihat adalah kebijakannya di bidang ketenagakerjaan.*

Pada era reformasi dan globalisasi, Indonesia mengalami kemajuan pesat
dalam sektor perekonomian. Ini dapat dilihat dari banyak berdirinya perusahaan-
perusahaan baru yang bergerak dalam berbagai bidang industri dan jenis usahanya.
Hal inilah yang mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dengan

terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pemberantasan kemiskinan. Setiap

1 M. Farug An-Inabban, Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Ull Press, 2000), him. 53.



perusahaan akan memiliki sumber daya pekerja/buruh untuk pengoptimalan

kemajuan perusahaannya.

Supaya proses dari reformasi ini bisa berlangsung dengan baik atau sesuai
dengan harapan negara ini, maka perlu komitmen dan dukungan dari semua pihak
yang ada di negara ini untuk menghargai setiap prinsip-prinsip demokrasi dan
norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.? Reformasi juga merupakan suatu
prasyarat terbentuknya suatu hukum yang sesuai dengan masyarakat madani yang

dicita-citakan.®

Pada suatu perusahaan, peran pengusaha dan pekerja memiliki kepentingan
yang sama dalam keberlangsungan usaha dan keberhasilan terhadap perusahaan
tersebut. Dilihat dari perkembangan dunia usaha maka pengaturan di sisi hukum
pun ikut berkembang. Pengaturan yang dimaksud, perihal hubungan kepentingan
perusahaan, pekerja dan pemerintah. Apabila pengaturan ini dapat mencakup segala
aspek maka perlindungan dan hak-hak pekerja dapat terpenuhi, untuk membentuk
situasi dan kondisi yang kondusif bagi para pengembang di dunia usaha. Peranan
hukum disini di dalam pergaulan hidup sebagai sesuatu yang digunakan untuk
melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan

keadilan setiap orang.*

2 Inu Kencana Syafie, Pengantar llmu Pemerintah, cetakan Il Edisi Revisi 2001, (Bandung:
Refika Aditama,2001), him. 136.

3 Ahmad Watik Prakitnya, Pandangan dan Langkah Reformasi B.J Habibie, cetakan I,
(Depok: Raja Grafindo Persada, 1999), him 20.

4 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka,
1986), him. 40.



Suatu peranan hukum di masyarakat akan memberikan kepastian hukum
yang ada di setiap masyarakat. Walaupun pengusaha dan pekerja memiliki
kesamaan kepentingan dalam keberhasilan dan keberlangsungan usaha, tidak bisa
dipungkiri bahwa bisa terjadi konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak.
Pada umumnya perselisihan ini terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara
pekerja dengan pengusaha. Perselisihan ini disebut dengan Perselisihan Hubungan
Industrial. Jenis jenis permasalahan dalam perselisihan yang terjadi antara lain;
perselisinan hak, perselisinan kepentingan, peselisihan hubungan kerja dan

perselisihan antara serikat buruh atau pekerja dengan perusahaan.

Pada dasarnya dari hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dengan
pemberi kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja yang dimana tertulis
mengenai kesanggupannya dalam menerima upah dan kesanggupannya untuk

membayarkan upah kepada pekerja.®

Pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang tidak diingikan setiap
pekerja, yang dimana kehilangan pekerjaan juga kehilangan mata pencaharian yang
berujung juga akan kesulitan kehidupan ekonomi keluarga. Sehingga banyak
pekerja/buruh  mempertahankan posisinya untuk dapat terus dipekerjakan.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara

pekerja/buruh dan pengusaha.

® Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta; Djambatan, 1999), him. 88.



Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha atau pemberi kerja
diwajibkan untuk membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan bagi
pekerjanya. Apabila dilihat dari sisi sosial ekonomisnya buruh memiliki kedudukan
yang tidak bebas. Sebagai orang yang tidak memiliki bekal hidup atau keahlian
tertentu maka ia harus bekerja kepada orang lain dan orang lain inilah yang
menentukan syarat-syarat untuk dapat bekerja kepadanya. Maka kedudukan dari
pekerja pun terlihat lebih rendah dari pemberi pekerjaan sehingga diperlukan
campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hak-hak dari segi

hukum kepada pekerja.

Uang pesangon merupakan pembayaran dengan bentuk uang dari
pengusaha kepada buruh atau pekerja sebagai akibat dari adanya Pemutusan
Hubungan Kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja
yang bersangkutan.® Untuk itu sangat diperlukannya perlindungan kepada setiap
tenaga kerja yang dimaksudkan dengan menjamin hak-hak dasar bagi pekerja/buruh

dan menjamin setiap kesempatan untuk mensejahterakan kehidupan pekerja/buruh.

Penghitungan dari pemberian uang pesangain pada umumnya terkait dengan
upah yang diterima setiap bulannya. Selain dari upah yang diterima di setiap
bulannya ditambahkan juga dengan komponen lain seperti tunjangan cuti,
tunjangan asuransi, kesehatan karyawan, nilai opsi saham atau tunjangan lainnya

yang sudah umum dan yang merupakan hak dari setiap karyawan tersebut.’

& Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerajaan Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2008), him. 197.

7 Studi Tentang Program Pensiun, Pesangon Dan Tunjangan Hari Tua Lainnya,2007, Studi
Tentang Program Pesiun Pesangon Dan Tunjangan Hari Tua Lainnya,Jakarta,Biro Riset dan



Dengan adanya pengaturan mengenai ketenagakerjaan maka diharapkan
bisa menjadi tempat untuk menjamin setiap hak-hak dasar yang dimiliki setiap
pekerja dan diharapkan dapat menjamin kesamaan kesempatan tanpa adanya
perlakuan diskriminasi atas alasan apapun untuk mewujudkan kesejahteraan setiap
pekerja. Salah satu yang menjadi hak setiap para pekerja yaitu pemberian uang

pesangon setelah terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pada kasus posisi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:138/Pdt-
Sus-PHI.G/2019 dijelaskan bahwa pada tanggal 10 April 2019 PT. Kawasan
Berikat Nusantara sebagai tergugat dan penggugat yang merupakan pekerja atau
pensiunan dari PT. Kawasan Berikat Nusantara berjumlah 16 orang. Mereka
menuntut karena kekurangan pembayaran uang pesangon yang mereka terima
terhitung dari awal mula bekerja hingga mereka menyentuh usia pensiun.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara
ilmiah dalam bentuk skiripsi yang berjudul : Pertanggungajawaban Perdata
Perusahaan Terhadap Pemberian Hak Atas Pesangon Pekerja Selama Masa
Kerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 138/Pdt.Sus-

PHI.G/2019/PN.JKT.PST)
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang

dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Teknologi Informasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan
Republik Indonesia



1. Bagaimana Pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan
uang pesangon yang diterima oleh para pekerja menurut putusan No:
138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST ?

2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara
perselisihan hubungan industrial dalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat nomor No:138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST sesuai

dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungajawaban perdata
perusahaan atas kekurangan uang pesangon yang diterima oleh para
pekerja menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim
dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial dalam
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 138/Pdt.Sus-

PHI.G/2019/PN.JKT.PST



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk
memberikan penjelasan perihal proses penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yang dapat dilakukan oleh pekerja atau buruh
dengan perusahaan dan juga untuk mengetahui proses penghitungan
pemberian uang pesangon kepada pekerja dengan melihat masa kerja di
perusahaan tersebut.

2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penyusunan skripsi ini ialah, diharapkan dapat
memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca serta dapat
memberikan masukan atau menjadi bahan referensi pembaca untuk
bahan kajian yuridis terkait dengan penelitian yang terkait dengan
skripsi ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup  penelitian ini  hanya membahas mengenai
pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kekurangan pemberian uang
pesangon yang diterima oleh para pekerja dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam
memutuskan Perselisihan Hubungan Industrial dengan nomor putusan

No0:138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST.



F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban
adalah kewajiban menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu dapat dituntut,
dipersalahkan dan dibawa ke pengadilan. Dalam kamus hukum tanggung jawab
adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan apa yang diminta darinya.®
Konsep dari Tanggung Jawab hukum erat dengan konsep hak dan kewajiban.®
Konsep hak merupakan konsep yang menekankan pengertian hak yang
disandingkan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum menyatakan
bahwa hak satu orang terkait dengan kewajiban orang lain.°

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep
pertanggungjawaban perdata. Apakah seseorang bertanggung jawab secara
hukum atas tindakan tertentu atau seseorang memikul tanggung jawab hukum,
yang berarti bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas sanksi jika
tindakannya melanggar peraturan yang berlaku.! Penulis menggunakan teori ini
untuk menganalisis dan membahas tanggung jawab perusahaan dalam kurang
pemberian uang pesangon kepada pekerja.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai

suatu putusan peradilan yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan

8 Andi Hamzah, Kamus Hukum, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), him 32.

® Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), him,55.

19 1bid; him 57.

11 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, ( Bandung : PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), hIm,95.



mengandung kepastian hukum, di samping keuntungan bagi para pihak yang
terlibat, sehingga menjadi pertimbangan Hakim. harus didekati dengan hati-hati,

baik dan hati-hati.

Apabila putusan hakim tidak lengkap, baik dan lengkap, maka putusan hakim
berdasarkan pertimbangan hakim tersebut  dibatalkan oleh  Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung*?

Memeriksa dan mengadili suatu dalam perkara perdata, hakim juga
membutuhkan alat bukti sebanyak alat bukti, dengan hasil alat bukti tersebut
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian
merupakan langkah terpenting dalam pertimbangan selama persidangan. Tujuan
pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang
diajukan benar-benar terjadi, untuk memperoleh putusan yang adil dan merata dari
hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan jika jelas baginya bahwa
peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu telah terbukti kebenarannya, sehingga
tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.'® Penulis menggunakan teori
ini untuk menganalisis dan membahas pertimbangan hakim dalam mengambil

keputusan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

G. Metode Penelitian

“Methodos” merupakan Bahasa yunani atau yang kita ketahui dengan kata

metode yang memiliki arti cara atau jalan. Metode masalah cara kerja untuk

12 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2004), him 140
13 1bid.
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menyelesaikan pokok-pokok permasalahan.!* Metode Penelitian adalah suatu
sarana atau cara bagaimana seorang penulis dapat mengelola pemikirannya dengan
prosedur tertentu yang kemudian di tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah.*
Metode penelitian merupakan hal yang penting bagi penulis dikarenakan seorang
peneliti untuk mencapai suatu tujuan, harus mendapatkan jawaban dari setiap

masalah yang diajukan dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu.

Metode penelitian yang dipakai penulis untuk menjawab setiap

permasalahan yang diajukan dalam penelitian tersebut adalah sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian

Penelitan ini yang berjudul “Pertanggungjawaban perdata perusahaan
terhadap pemberian uang pesangon pekerja selama masa kerja akibat
pemutusan hubungan kerja studi kasus putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat nomor : 138/Pdt.Sus — PHI.G /2019/ PN.JKT.PST”
merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan dari sisi normatif dengan meneliti bahan pustaka yang
merupakan bahan-bahan hukum sekunder dan disebut juga dengan
penelitian hukum kepustakaan , sehingga menekankan pada peristiwa

hukum.

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta; Ul Press 1986) him 13-14
5 1bid., him 13-14
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Sumber informasi penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah
bahan-bahan sekunder yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum

kepustakaan.
2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penilitian dalam penulisan skripsi ini adalah
Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan
Kasus (Case Approach).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)
Pendekatan ini untuk menganalisis semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan
dengan putusan No: 138/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini untuk mengetahui kaidah hukum atau norma
hukum dalam kasus PT.Kawasan Berikat Nusanatara dengan
15 mantan pekerja dalam putusan No: 138/Pdt.Sus-

PHI.G/2019/PN.JKT.PST
3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder
mencakup beberapa data-data yang telah ada seperti buku-buku,

dokumen-dokumen resmi dan lain-lain yang berasal dari:®

16 Soerjono Soekanto, Op.Cit him.12
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a. Sumber Hukum Premier
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
/ Serikat Buruh.
b. Sumber Hukum Sekunder
Sumber sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer, terdiri dari buku dan referensi yang memiliki

relevansi dengan penulisan skripsi ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakuakn melalui studi kepustakaan. Studi
kepustakaan merupakan suatu metode tunggal yan dipergunakan dalam
penelitaian hukum normatif. !’sebagaimana merupakan cara
memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan
mempelajari data sekunder, baik dari dokumen- dokumen, arsip, buku,
jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait
dengan penelitian. Dokumentasi merupakan bagian dari studi
kepustakaan (bibliography study), yaitu pengkajian informasi tertulis

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

7 1bid him. 66.
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secara luas untuk memperoleh bahan hukum (law material) terdiri atas

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian
Metode pengolahan data menjelaskan mengenai prosedur pengolahan
data yang akan sesuai dengan pendekatan yang akan dilakukan.
Sehingga dalam penulisan ini, penulis melakukan pengolahan datanya
melalui putusan yang sudah terjadi dan melakukan pendekatan dengan
Undang-Undang.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis mengenai penulisan hukum ini menggunakan metode kualitatif
yang menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat.
Penulis akan memberikan penulisan menggunakan bahasa penulis
sendiri untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sedang
diteliti. Penggunaan metode kualitatif utamanya bertujuan untuk bisa

mengerti dan memahami gejala permasalahan yang sedang diteliti.®
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini kan dikemukakan secara singkat dan padat mengenai

kebenaran dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara

18 1bid., hlm. 5.
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deduktif, yaitu metode untuk menarik kesimpulan dari yang bersifat

umum ke lebih khusus.*®

19 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Buku Pedoman Penulisan Skripsi,(Palembang :
Universitas Sriwijaya, 2017), him 31
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